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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan otonomi desa di Desa Aglik dilaksanakan berdasarkan 
beberapa dasr hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam prakteknya, penerapan 
otonomi di Desa Aglik, memuat tiga agenda, yaitu pertama, 
kewenangan desa, Kedua, perencanaan pembangunan desa, yang 
merupakan sebuah sistem perencanaan sendiri (self-planning) yang 
meng-cover urusan-urusan pembangunan dan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa. Dan ketiga, keuangan 
desa. 
2. Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa dalam rangka penerapan 
otonomi desa di Desa Aglik dilakukan melalui pertanggungjawaban 
pemerintah Desa Aglik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa 
dalam kurun waktu satu tahun yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk 
pertanggungjawaban yaitu: 
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati (LPPD) 
b. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD 
c. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 
Masyarakat 
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Penguatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penerapan 
otonomi desa di desa Aglik dicanangkan melalui beberapa program. 
Program pemberdayaan masyarakat yang dirancang khusus oleh 
pemerintah pusat yaitu Program Naisonal Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Pedesaan. Selain PNPM-MP beberapa program 
pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan di Desa Aglik yaitu 
Kelompok Tani (Gardu Gapotan), Kelompok Ternak (Makaryo), dan 
pembuatan pupuk organik. 
3. Kendala yang dihadapi dalam menguatkan  akuntabilitas pemerintahan 
desa di Desa Aglik diantaranya yaitu, masih kurang tanggapnya 
masyarakat atas informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang telah disampaikan, pengawasan atas pertanggungjawaban 
pemerintah desa dari pihak inspektorat yang diterjunkan oleh 
kabupaten dirasakan kurang, dan evaluasi terhadap LPPD yang 
seharusnya dilakukan oleh bupati yang nantinya dapat digunakan 
sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan 
pemerintah desa sampai saat ini belum dilakukan. Sedangkan kendala 
dalam menguatkan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Aglik, 
diantaranya yaitu, pertama, masih banyak anggota dari program 
pemberdayaan masyarakat Gardu Gapotan yang tidak mengembalikan 
uang simpan pinjam secara tepat waktu sehingga mengakibatkan uang 
tidak dapat berputar  supaya dapat dipinjam oleh anggota lain. Kedua, 
masalah harga jual sapi yang anjlok mengakibatkan pengembalian sapi 
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dari para anggota program pemberdayaan masyarakat Makaryo, dan 
kemudian membuat program ini berhenti begitu saja. 
Ketidaktransparanan juga terjadi pada program ini, pembukuan tentang 
pemasukan dan pengeluaran dana program ini tidak ada sama sekali. 
Ketiga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai lebih 
pupuk organik menjadi kendala utama dalam program pembuatan 
pupuk organik. Masih awamnya penggunaan pupuk organik oleh para 
petani di Desa Aglik mengakibatkan program ini sampai saat ini 
berhenti begitu saja. 
B. Saran 
1. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberi 
tanggapan atas informasi laporan pertanggungjawaban pemerintah 
desa yang telah disampaikan kepada masyarakat. Karena dengan 
adanya tanggapan dari masyarakat dapat dijadikan evaluasi dalam 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa Aglik.  
2. Dalam hal pengawasan, sebaiknya inspektorat yang diterjunkan 
oleh pihak kabupaten dapat meninjau pelaksaksanaan 
pertanggungjawaban pemerintah desa secara merata dan teratur. 
Karena dengan tinjauan secara teratur akan mengurangi celah 
untuk melakukan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa. Dan apabila ada pengaduan dari dari pihak desa 
atau kecamatan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah 
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desa, pihak kabupaten diharapkan dapat segera menindaklanjuti 
secara langsung. 
3. Seyogyanya bupati memberikan evaluasi atas laporan 
pertanggungjawaban pemerintah desa yang telah disampaiakan 
oleh pemerintah desa sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi 
pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah desa di tahun 
berikutnya. 
4. Pemberian sanksi diperlukan untuk menertibkan pengembalian 
uang simpan pinjam pada program pemberdayaan Gardu Gapotan 
agar uang yang dipinjamkan dapat segera berputar pada anggota 
lain yang akan meminjam. 
5. Diperlukan adanya pembukuan khusus penerimaan dan 
pengeluaran dana program pemberdayaan masyarakat serta laporan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan program agar transparansi 
dapat tercapai. 
6. Perlu adanya peningkatan sosialisasi pada setiap program 
pemberdayaan masyarakat untuk menghindarkan kegagalan pada 
setiap program yang sudah dirancang. 
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